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ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 89 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang,   sebagaimana   telah   

beberapa   kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  

Tahun  2020  tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang, untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di tingkat 

kecamatan, desa atau sebutan  lain/kelurahan,  dan  di  tempat  pemungutan suara 

dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara;                                                

 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir  

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan 

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

Undang  (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6547), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 

Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 



Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Pemilihan 

Umum/Komisi Independen  Pemilihan  Kabupaten/Kota,  Pembentukan dan Tata 

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Pantia Pemungutan Suara,    dan    

Kelompok    Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan 

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia     Tahun     2015     Nomor     566) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan  Komisi  

Pemilihan  Umum  Nomor  13  Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  3  Tahun  2015  tentang  Tata Kerja 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen 

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan  Pemilihan  Umum/Komisi  Independen 

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan 

Kecamatan, Pantia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan 

Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota  (Berita  Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita   Negara   

Republik   Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan  

Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  3 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  8  Tahun  2019  tentang  Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 

2020 Nomor 201), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi 

Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita  Negara  Republik  

Indonesia  Tahun 2020 Nomor 716), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

470/SDM.07.4-Kpt/05/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan 

Kecelakaan Kerja Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali KotaTahun 

2020. 

 

 



Dalam Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor 783/SDM.07.4-Kpt/3316/KPU-

Kab/XII/2020 diatur tentang :  

Besaran Santunan Kecelakaan Kerja Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Blora Tahun 2020 

 

CATATAN : -         Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Desember 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


